Analisis Hubungan Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 by Sulistyaningrum, Anita Nur & Muta'ali, Lutfi
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The success of development is inseparable from the quality of human resources. The 
objective of the study were to determine the development of the Human Development 
Index (HDI), determine the level of poverty, analyze the relationship between the HDI 
and the level of poverty,  and recommend the future directions to overcome poverty 
and human development problems. The methods that being used in this study were the 
One Way ANOVA test, Pearson correlation and SWOT analysis. The results showed 
an increase in HDI from 2013 to 2018 of 71.79 and a decrease in the poverty rate from 
2013 to 2018 of 10.90 percent. Based on the One Way ANOVA test, it shows that there 
is no difference in the average HDI and poverty levels in the geographic zone. The 
relationship between HDI and poverty level indicates a significant relationship with 
the direction of negative or inverse relationships. 
 




Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang 
berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan IPM, 
mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan, menganalisis hubungan IPM dengan 
tingkat kemiskinan, dan merekomendasikan arahan pengembangan wilayah untuk 
menanggulangi masalah kemiskinan dan pembangunan manusia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakkan uji One Way ANOVA, korelasi Pearson 
dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan IPM dari tahun 2013 
hingga 2018 sebesar 71,79  dan penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2013 hingga 
2018 sebesar 10,90 persen. Berdasarkan uji One Way ANOVA menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan rata-rata IPM dan  tingkat kemiskinan pada zona geografis. 
Hubungan IPM dan tingkat kemiskinan menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan dengan arah hubungan negatif atau berbanding terbalik.  







proses perubahan ke arah yang lebih 
baik dari kondisi sekarang melalui 
upaya yang dilakukan secara terencana 
dan berkesinambungan. Pembangunan 
tidak terlepas dari sumber daya 
manusia yang merupakan modal utama 
dalam upaya mempercepat 
pembangunan. Oleh karena itu, 
perlunya pembangunan manusia untuk 
menciptakan sumber daya manusia 
yang berkualitas dalam mewujudkan 
tujuan pembangunan nasional yaitu 
mewujudkan masyarakat yang adil dan 
sejahtera. Menurut Sen (2006) 
menyebutkan bahwa Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dapat 
dijadikan sebagai alat ukur yang 
direkomendasikan oleh UNDP untuk 
menilai kesejahteraan masyarakat. 
Merujuk pada penelitian Singh 
(2012) dalam Kusuma (2019) bahwa 
kualitas hidup manusia mempunyai 
pengaruh terhadap pengentasan 
kemiskinan. Ketidakmampuan 
masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan dasar disebabkan karena 
pendapatan masyarakat rendah. 
Peningkatan kualitas hidup manusia 
melalui pembangunan manusia secara 
langsung maupun tidak langsung akan 
mendorong peningkatan produktifitas 
masyarakat, kondisi ini akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat 
sehingga pada akhirnya masyarakat 
dapat keluar dari lingkaran kemiskinan 
(Kusuma, 2019). Rendahnya kualitas 
sumber daya manusia menjadi 
penyebab rendahnya pendapatan 
masyarakat sehingga sulit 
mendapatkan penghidupan layak yang 
mana menyebabkan kemiskinan 
(Hidayat, 2008). 
Penelitian ini bertujuan untuk:  
1. mengetahui perkembangan 
Indeks Pembangunan Manusia 
berdasarkan zona geografis 
Provinsi Jawa Tengah tahun 
2013-2018 
2. mengetahui perkembangan 
tingkat kemiskinana 
berdasarkan zona geografis  
Provinsi Jawa Tengah tahun 
2013-2018 
3. menganalisis hubungan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
dengan tingkat kemiskinan di 
Provinsi Jawa Tengah pada 
tahun 2013-2018 
4. merekomendasikan arahan 
pengembangan wilayah untuk 
menanggulangi masalah 
kemiskinan dan pembangunan 
manusia Provinsi Jawa Tengah. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Konsep Pembangunan Manusia 
Tujuan utama pembangunan 
manusia yaitu untuk memperluas 
pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. 
Diantara banyak pilihan, pilihan yang 
terpenting adalah untuk dapat 
menikmati umur panjang dan sehat, 
untuk berilmu dan mempunyai 
pengetahuan luas, serta untuk memiliki 
akses sumber daya yang dibutuhkan 
agar bisa hidup secara layak (UNDP, 
1990). Salah satu alat ukur yang dapat 
digunakan untuk menilai kualitas 
pembangunan manusia, baik dari sisi 
kesehatan, kesejahteraan, dan 
pendidikan yaitu melalui Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) yang 
diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 
1990. 
IPM merupakan ukuran untuk 
melihat dampak kinerja pembangunan 
wilayah yang mempunyai dimensi 
yang sangat luas, karena 
memperlihatkan kualitas penduduk 
suatu wilayah dalam hal harapan hidup, 
pendidikan, dan standar hidup layak 
(Sjafrizal, 2015). Salah satu manfaat 
dari penyusunan IPM yaitu untuk 
mengetahui level pembangunan 
sumber daya manusia di suatu wilayah. 
Selain itu, digunakan pula untuk 
mengetahui pencapaian program-
program dari pemerintah daerah yang 
berkaitan dengan peningkatan kualitas 
hidup manusia (Muta’ali, 2015). Untuk 
mempermudah dalam melihat level 
pembangunan sumber daya manusia 
antar wilayah dapat dilihat melalui 
pengelompokkan IPM. Berikut 
beberapa kategori pengelompokkan 
IPM: 






IPM < 60 Rendah 
60 ≤ IPM < 70 Sedang 
70 ≤ IPM < 80 Tinggi 
IPM  ≥ 80 Sangat tinggi 
Sumber: UNDP, 1990 
 
Kemiskinan 
Menurut Peraturan Presiden 
Nomor 166 tahun 2014 bahwa 
kemiskinan merupakan permasalahan 
bangsa yang mendesak dan 
memerlukan langkah-langkah 
penanganan dan pendekatan yang 
sistematik, terpadu dan menyeluruh, 
dalam rangka mengurangi beban dan 
memenuhi hak-hak dasar warga negara 
secara layak melalui pembangunan 
inklusif, berkeadilan, dan 
berkelanjutan untuk mewujudkan 
kehidupan yang bermartabat.  
Kemiskinan juga dicirikan 
dengan ketidakmampuan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar seperti 
kebutuhan pangan, kesehatan, 
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 
bersih, pertanahan, sumber daya alam, 
lingkungan hidup, rasa aman dari 
perlakuan atau ancaman tindak 
kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan kehidupan 
sosial dan politik (Hidayat, 2008).  
Secara umum, kemiskinan 
dapat dibedakan ke dalam dua jenis 
yaitu kemiskinan absolut dan 
kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut 
adalah suatu keadaan dimana 
seseorang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan minimum untuk bertahan 
hidup  akibat  tingkat pendapatan atau 
pengeluarannya berada di bawah garis 
kemiskinan tertentu (Muta’ali, 2015). 
Sedangkan kemiskinan relatif yaitu 
kondisi kemiskinan karena adanya 
pengaruh kebijakan pembangunan 
yang belum menjangkau seluruh 
masyarakat, sehingga menyebabkan 
ketimpangan pada pendapatan (Todaro 
dan Smith, 2006). 
 
Hubungan IPM dengan Kemiskinan 
Menurut Ginting (2008) bahwa 
pembangunan manusia di Indonesia 
identik dengan pengurangan 
kemiskinan, Oleh karena itu, investasi 
modal manusia melalui upaya investasi 
dibidang pendidikan dan kesehatan 
penting.  Sebab, investasi pada bidang 
pendidikan dan kesehatan berdampak 
dengan tingkat produktivitas pekerja, 
perolehan keterampilan, 
pengembangan ilmu pengetahuan, 
serta mampu mengembangkan 
kemajuan teknologi (Bosman, 2010). 
Tingkat pendidikan yang semakin baik 
akan meningkatkan kemampuan 
individu yang berkaitan dengan daya 
saing dalam memperoleh kesempatan 
bekerja. Kemampuan ini mendorong 
pada peningkatan pendapatan, 
akhirnya peningkatan kesejahteraan 




Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa metode deskriptif 
kuantitatif. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder berupa data 
Indeks Pembangunan Manusia, 
harapan lama sekolah, rata-rata lama 
sekolah, angka harapan hidup, 
pengeluaran per kapita, dan presentase 
jumlah penduduk miskin tahun 2013-
2018 yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). 
Unit analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
kabupaten/kota. Dalam memudahkan 
analisisnya, kabupaten/kota dibagi 
berdasarkan zona geografis. Teknik 
analisis dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis 
deskriptif kuantitatif untuk menjawab 
tujuan pertama dan kedua. Selanjutnya 
untuk menjawab hipotesis penelitian 
pertama dan kedua menggunakan uji 
one way ANOVA. Tujuan ketiga 
dibuktikan dengan melakukan uji 
korelasi Pearson. Sedangkan untuk 
merekomendasikan arahan dan 
kebijakan pengembangan 
menggunakan topologi hubungan 
untuk membagi wilayah menjadi empat 
tipe, yang kemudian dilanjutkan 
dengan analisis SWOT untuk 
merekomedasikan  suatu arahan 
pengembangan dan kebijakan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan IPM 
Peningkatan indikator IPM 
Jawa Tengah selama periode 2013-
2018 secara berurutan dari yang 
tertinggi adalah pengeluaran perkapita 
kemudian diikuti harapan lama 
sekolah,  rata-rata lama sekolah, dan 
terakhir yaitu angka harapan hidup. 
Secara keseluruhan, perkembangan 
nilai Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di Provinsi Jawa Tengah selama 
periode 2013-2018 menunjukkan 
adanya peningkatan. 
Tabel 2 Perkembangan IPM Jawa 






1 2013 68.73  
2 2014 69.27 0.8 
3 2015 70.08 1.2 
4 2016 70.61 0.8 
5 2017 71.19 0.8 
6 2018 71.79 0.8 
Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah), 
2020 
Tabel 2 menunjukan Indeks 
Pembangunan Manusia dalam periode 
waktu 2013 hingga tahun 2018 yang 
cenderung terus mengalami 
peningkatan tiap tahunnya. Dimulai 
dari angka 68,73 pada tahun 2013 dan 
terus meningkat hingga angka 71,79 
pada tahun 2018. Kabupaten Brebes 
selama periode 2013-2018 memiliki 
nilai rata-rata IPM terendah yaitu 
sebesar 63,69, sedangkan nilai rata-rata 
IPM tertinggi diduduki oleh Kota 
Salatiga dengan nilai IPM sebesar 
80,92.  
Perkembangan nilai IPM  pada 
masing-masing zona geografis selama 
periode 2013-2018 juga menunjukkan 
peningkatan baik zona utara, tengah, 
ataupun selatan. Rata-rata 
perkembangan nilai IPM tahun 2013-
2018 berdasarkan zona geografis pada 
Gambar 4.5 menunjukkan bahwa zona 
tengah selama periode 2013-2018 
memiliki rata-rata nilai IPM berada di 
atas nilai IPM Provinsi Jawa Tengah, 
sedangkan untuk zona utara dan selatan 
selama periode 2013-2018 rata-rata 
nilai IPM-nya berada di bawah 
Provinsi Jawa Tengah. 
 
Gambar 1 Grafik  Perkembangan IPM 
Tahun 2013-2018 Berdasarkan Zona 
Geografis 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 
(diolah), 2020 
Analisis perbedaan IPM 
berdasarkan zona geografis digunakan 
untuk mengetahui perbedaan rata-rata 
IPM antara tiga zona geografis (utara, 
tengah, dan selatan. Hipotesis ini dapat 
tidak diterima karena berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hasil 
uji Levene test lebih besar dari 0,05 
yang artinya terdapat varians yang 
sama, namun nilai ANOVA lebih besar 
dari 0,05. Artinya, tidak terdapat 
perbedaan rata-rata Indeks 
Pembangunan Manusia yang nyata 
antara zona utara, tengah, dan selatan. 
Namun, dari ketiga zona, zona tengah 
memiliki rata-rata IPM tertinggi 
dibanding zona lainnya yaitu sebesar 
71,40, sedangkan diurutan kedua ada 
zona utara dengan nilai rata-rata IPM 
sebesar 69,45, dan untuk zona selatan 
sebesar 68,42.  
Tabel 3 Hasil Uji One Way ANOVA 
IPM 
Sig. 
Levene Test ANOVA 
.180 .346 
Sumber: Hasil olahan, 2020 
 
Perkembangan Tingkat Kemiskinan 
Kemiskinan di Jawa Tengah 
masih menjadi isu strategis dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah tahun 2013-2018 
yang perlu diperhatikan oleh 
pemerintah daerah. Berbagai program 
penanggulangan kemiskinan telah 
dilakukan pemerintah Jawa Tengah 
untuk menekan tingkat kemiskinan di 
Jawa Tengah. Seperti yang terlihat 
pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 
tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 
Tengah selama periode 2013-2018 
mengalami penurunan dari tahun 2013 
sebesar 13,86% hingga pada tahun 
2018 menurun 12,74% menjadi 
10,90%.  
Tabel 0  Perkembangan Tingkat 








1 2013 13.86  
2 2014 13.04 -5.90 
3 2015 13.03 -0.07 
4 2016 12.73 -2.32 
5 2017 12.49 -1.86 
6 2018 10.90 -12.74 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 
(diolah), 2020 
Perkembangan tingkat 
kemiskinan  pada masing-masing zona 
geografis selama periode 2013-2018 
pada Gambar 4.7 menunjukkan 
penurunan baik zona utara, tengah, 
ataupun selatan. Rata-rata 
perkembangan tingkat kemiskinan 
tahun 2013-2018 berdasarkan zona 
geografis pada Gambar 4.8 
menunjukkan bahwa zona uatara 
selama periode 2013-2018 memiliki 
rata-rata nilai tingkat kemiskinan 
berada di atas nilai tingkat kemiskinan 
Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 
untuk zona tengah dan selatan selama 
periode 2013-2018 rata-rata nilai 
tingkat kemiskinannya berada di 



































Gambar 2 Grafik  Perkembangan 
Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Zona 
Geografis 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 
(diolah), 2020 
 Analisis One Way Anova 
digunakan untuk menguji perbedaan 
rata-rata  tingkat kemiskinan 
berdasarkan tiga zona geografis. 
Berdasarkan hasil uji One Way Anova, 
diketahui bahwa rata-rata tingkat 
kemiskinan pada ketiga zona geografis 
memiliki varian sama karena signifikasi 
Levene Test lebih besar dari 0,05 (Tabel 
5) nilai Sig.nya yaitu sebesar 0,727. 
Nilai signifikansi ANOVA  berdasarkan 
zona geografis menunjukkan angka 
0,322, nilai signifikasinya lebih besar 
dari 0,05. Artinya, tidak terdapat 
perbedaan rata-rata tingkat kemiskinan 
yang nyata antara zona utara, tengah, 
dan selatan. Namun, dari ketiga zona, 
zona selatan memiliki rata-rata tingkat 
kemiskinan tertinggi dibanding zona 
lainnya yaitu sebesar 15,12 persen, 
sedangkan diurutan kedua ada zona 
tengah dengan nilai rata-rata tingkat 
kemiskinan sebesar 12,95 persen, dan 
untuk zona utara sebesar 11,64.  








  Sumber: Hasil olahan, 2020 
Untuk mempermudah dalam 
pengelompokkan wilayah maka 
diperlukan penyandingan antara IPM 
dengan tingkat kemiskinan di tiap 
kabupaten/kota yang dibagi ke dalam 4 
kuadran agar dapat mudah dalam 
menentukan sebaran masing-masing 
zona.
Gambar 3 Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan pada Zona Geografis 









































































Bila dilihat dari Gambar 3 
menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang 
termasuk zona utara lebih banyak masuk ke 
dalam kuadran IV sedangkan 
kabupaten/kota yang termasuk zona selatan 
seluruhnya masuk ke dalam kuadran III. 
Kabupaten/kota yang termasuk zona tengah 
tersebar di keempat kuadran dimana 
kabupaten/kota yang termasuk zona tengah 
lebih dominan masuk ke kuadran II. 
Masing-masing zona memiliki posisi 
mayoritas di kuadran yang berbeda, zona 
utara (kuadran IV), zona tengah (II), dan 
zona selatan (kuadran III). 
Posisi di kuadran I menunjukkan 
bahwa IPM tinggi tetapi belum 
memberikan dampak terhadap pengentasan 
kemiskinan sehingga hal ini menjadi 
tantangan untuk terus meningkatkan 
kualitas sumberdaya manusia serta 
peningkatan penerima program 
pengentasan kemiskinan. Kuadran II, 
menunjukkan peningkatan IPM di 
kabupaten/kota dapat mendorong 
pengurangan tingkat kemiskinan. 
Kabupaten/kota yang berada di kuadran III 
mempunyai tantangan untuk tetap menjaga 
konsistensi dalam pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan serta upaya 
peningkatan IPM melalui program 
pendidikan dan kesehatan serta 
pengurangan beban pengeluaran terutama 
bagi masyarakat miskin. Untuk 
kabupaten/kota yang berada di kuadran IV 
diharapkan agar mampu mendorong 
percepatan pembangunan manusia serta 
kebijakan dan program pengentasan 
kemiskinan juga perlu ditingkatkan 
kembali agar lebih tepat sasaran dan sesuai 
dengan kebutuhan penduduk miskin di 
masing-masing kabupaten/kota. 
 
Hubungan IPM dengan Tingkat 
Kemiskinan 
 Pembangunan manusia menjadi 
persoalan penting untuk di perhatikan 
karena modal manusia dapat menentukan 
kesejahteraan hidup dan mempercepat 
pembangunan daerah.  Berkaitan dengan 
kesejahteraan hidup, ternyata Jawa Tengah 
masih didominasi oleh tingkat kemiskinan 
sedang hingga sangat tinggi meskipun 
selama periode 2013-2018 mengalami tren 
penurunan tingkat kemiskinan. Hal 
tersebut, menjadi pertanyaan apakah 
pembangunan manusia memiliki kontribusi 
dan hubungan terhadap tingkat kemiskinan 
di Jawa Tengah. 
Tabel 6. Korelasi IPM dan Tingkat 
Kemiskinan 





























Sumber: Hasil analisis korelasi, 
signifikansi < 0,05  
 Berdasarkan Tabel 6. koefisen 
korelasi antara Indeks Pembangunan 
Manusia dengan tingkat kemiskinan 
menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang 
kuat karena angka korelasi berada pada 
rentang 0,60-0,799 yaitu sebesar -0,675. 
Koefisien korelasi menunjukkan adanya 
hubungan negatif karena nilai korelasi 
terdapat tanda (-) negatif, hal ini berarti 
sesuai dengan asumsi sebelumnya bahwa 
semakin meningkat nilai IPM makan 
tingkat kemiskinan akan semakin menurun. 
 Selanjutnya, berdasarkan pada nilai 
probabilitas atau sig.(2-tailed) diperoleh 
angka 0,000. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat korelasi yang signifikan 
antara IPM dan tingkat kemiskinan. 
Artinya, dengan peningkatan pembangunan 
manusia maka dapat berhubungan dengan 
pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa 
Tengah. 
Rekomendasi Arahan Pengembangan  
Indeks Pembangunan Manusia dari 
analisis sebelumnya menunjukkan  
hubungan yang signifikan dan negatif 
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2013-2018. Semakin 
meningkatnya kualitas sumber daya 
manusia maka tingkat kemiskinan akan 
semakin menurun. Kemudian untuk 
mengetahui arahan dan kebijakan untuk 
hasil hubungan IPM dengan tingkat 
kemiskinan digunakan matriks yang 
selanjutnya akan membentuk empat tipe. 
Perhitungan dilakukan dengan 
membandingkan rata-rata IPM masing-
masing kabupaten/kota dengan rata- rata 
IPM Provinsi Jawa Tengah serta 
membandingkan rata-rata tingkat 
kemiskinan masing-masing kabupaten 
dengan rata-rata tingkat kemsikinan 
Provinsi Jawa Tengah.  

































Sumber: Hasil olahan, 2020 
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan 
tipe hubungan IPM dengan tingkat 
kemiskinan secara umum memunjukkan 
bahwa terjadi ketidakmerataan antara tipe 
satu dengan yang lainnya. Jumlah 
kabupaten/kota paling banyak yaitu 
terdapat pada tipe IV sebanyak 14 
kabupaten/kota dengan presentase sebasar 
40 persen, yang artinya tipe IV dengan 
capaian IPM rendah dan tingkat 
kemiskinan tinggi masih mendominasi di 
Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat 
dikatakan bahwa wilayah Provinsi Jawa 
Tengah masih perlunya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia agar tingkat 
kemiskinan di Jawa Tengah dapat 
berkurang. Sedangkan untuk tipe II (IPM 
tinggi, kemiskinan tinggi) memiliki jumlah 
kabupaten/kota paling sedikit yaitu hanya 3 
kabupaten/kota dengan presentasi 8,57 
persen.  
Analisis hubungan IPM dengan 
tingkat kemiskinan yang didapatkan empat 
tipe serta sudah dipetakan sebaran 
wilayahnya, empat tipe tersebut digunakan 
untuk memudahkan dalam 
mengelompokkan strategi yang sesuai 
berdasarkan tipe hubungannya. 
Penyusunan rekomendasi strategi 
digunakan untuk membantu menangani 
masalah kemiskinan dan pembangunan 
manusia di Provinsi Jawa Tengah dengan 
didahului oleh analisis SWOT (Strengths, 
Weakness, Opportunities, and Threats). 
Analisis SWOT merupakan penilaian 
kondisi internal dan eksternal yang dirasa 
memberikan pengaruh pada tingkat 
kemiskinan dan IPM di Provinsi Jawa 
Tengah. Analisis SWOT disusun 
berdasarkan  hasil penelitian ini terkait 
dengan pembangunan manusia dan tingkat 
kemiskinan di Jawa Tengah (Tabel 8 dan 
Tabel 9). 
 Berdasarkan hasil analisis matrik 
SWOT maka dapat diperoleh strategi 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia 
dan pengentasan kemiskinan di Jawa 
Tengah. Rekomendasi strategi tersebut 
kemudian digunakan sebagai arahan 
pengembangan dan kebijakan yang dapat 
ditempuh pemerintah dalam upaya 
meningkatkan pembangunan daerah di 
masing-masing kabupaten/kota dalam 
empat tipe wilayah yang dikaitan pula 
dengan kebijakan dari rencana 
pembangunan yang sudah dirangkum 
sebelumnya. Rekomendasi arahan 
pengembangan dan kebijakan dapat dilihat 
pada Tabel 10. Arahan pengembangan dan 
kebijakan dapat dijadikan masukan bagi 
pemerintah daerah untuk terus 
memperbaiki diri guna meningkatkan 
pembangunan daerah menjadi semakin 
lebih baik lagi terutama untuk kabupaten 
yang tergolong pada tipe IV (IPM rendah, 
kemiskinan tinggi).  
 
Gambar 4. Hubungan IPM dengan TingkatKemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 202
  
Tabel 8 Analisis Matriks SWOT Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 
Sumber: Hasil Olahan, 2020 
 
 Strenghts (S) / Kekuatan Weaknesses (W) / Kelemahan 
1. Meningkatnya nilai IPM selama periode 
2013-2018 
2. Meningkatnya angka harapan lama sekolah, 
rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, 
dan pengeluaran perkapita 
 
1. Masih kurangnya jumlah tenaga pengajar pada jenjang 
SMA 
2. Masih kurangnya unit sekolah pada jenjang SMA 
sederajat 
3. Jumlah fasilitas kesehatan dibeberapa kabupaten/kota 
masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah 
penduduk yang dilayani 
4. Rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah baru 
setara dengan tingkat kelas satu sekolah tingkat 
menengah (Kelas VII SMP). 
 
Opportunities (O) / Peluang Strategi S-O Strategi W-O 
1. Pemerintah baik pusat maupun daerah 
sangat mendukung dalam peningkatan 
kualitas sumber daya manusia 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
dan pelayanan dasar yang semakin luas 
2. Mengoptimalkan program-program yang 




1. Meningkatkan distribusi jumlah fasilitas pendidikan 
beserta penambahan tenaga pengajar yang professional 
terutama di kabupaten/kota yang jumlah penduduknya 
banyak  
2. Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan berserta 
tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang 
memadai 
3. Melakukan pengadaan program-program beasiswa dan 
meningkatkan kualitas pendidikan  
Threats (T) /Ancaman Strategi S-T Strategi W-T 
1. Masih banyaknya penduduk yang putus 
sekolah (dominan hanya mengenyam 
pendidikan sampai sekolah dasar) 
2. Rendahnya partisipasi sekolah pada 
jenjang kuliah/pendidikan tinggi 
1. Meningkatan kepesertaan jaminan pendidikan 
berupa Program Indonesia Pintar agar tetap 
bisa mengenyam bangku sekolah  
2. Meningkatkan keterjangkauan biaya 
pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah 
dengan program bantuan pendidikan  
1. Melakukan pemerataan bantuan pendidikan di seluruh 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 
disertai adanya sosialisasi bagaimana cara memperoleh 
bantuan tersebut terutama di pedesaan 
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program peningkatan 
kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan-
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan 






Tabel 9 Analisis Matriks SWOT Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah 
Sumber: Hasil Olahan, 2020 
 
 Strenghts (S) / Kekuatan Weaknesses (W) / Kelemahan 
1. Kinerja penurunan tingkat kemiskinan Jawa 
Tengah periode 2017-2018 menduduki 
peringkat I (terbaik) dibandingkan provinsi 
lain di Pulau Jawa yaitu sebesar 1,69 persen 
2. Menurunnya rata-rata tingkat kemiskinan di 
Provinsi Jawa Tengah 
1. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih tergolong 
tinggi 
Opportunities (O) / Peluang Strategi S-O Strategi W-O 
1. Pemerintah baik pusat maupun daerah 
sangat mendukung dalam pengentasan 
kemiskinan 
2. Nilai IPM di Jawa Tengah didominasi 
klasifikasi sedang yang mana menujukkan 
pembangunan manusia yang sudah cukup 
baik     
1. Meningkatkan kinerja dan 
mengimplementasian program-program 
penanggulangan kemiskinan 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
dan pelayanan dasar yang semakin luas 
3. Mendorong  perbaikan jaminan kesehatan 
bagi masyarakat miskin agar tetap mampu 
berobat dikala sakit 
1. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan melalui 
Program Indonesia Sehat 
2. Meningkatkan kepesertaan masyarakat miskin dalam 
Program Indonesia Pintar 
Threats (T) /Ancaman Strategi S-T Strategi W-T 
1. Masih banyaknya angka putus sekolah 
2. Pengeluaran perkapita Jawa Tengah yang 
rendah 
1. Meningkatkan  kesempatan masyarakat 
dalam memperoleh pendidikan dengan 
peningkatan kepesertaan jaminan pendidikan 
berupa Program Indonesia Pintar agar tetap 
bisa mengenyam bangku sekolah  
2. Meningkatkan kemampuan daya beli 
masyarakat miskin dengan memberikan 
subsidi 
1. Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia 
dengan menambahkan anggaran untuk pembangunan 
manusia terutama dalam bidang pendidikan dan 
kesehatan 
2. Melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan 
melalui upaya pengurangan beban pengeluaran untuk 
pemenuhan kebutuhan dasar 
Faktor Internal 
Faktor Eksternal 
Tabel 9 Arahan dan Kebijakan Pengembangan 
No Jenis Tipologi Daerah Rekomendasi Arahan Pengembangan dan Kebijakan 




Kota Semarang, Kota Salatiga, 
Kota Surakarta, Kota Magelang, 
Kota Pekalongan, Kota Tegal, 
Kudus, Karanganyar, Boyolali, 
Semarang, dan Sukoharjo 
1. Mempertahankan kualitas pendidikan dan kesehatan dan terus meningkatkan mutu menjadi lebih baik lagi 
2. Meningkatkan pengimplementasian program-program penanggulangan kemiskinan 
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang semakin luas 




Purworejo, Klaten, dan Sragen - Mengoptimalkan program yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti Program 
Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat 
- Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu 
- Menyediakan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan 
layanan pendidikan yang berkualitas  
- Meningkatkan pemerataan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan 
- Mendorong  perbaikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin agar tetap mampu berobat dikala sakit 
3 Tipe III 
 (IPM Rendah, 
Kemiskinan 
Rendah) 
Tegal, Pekalongan, Batang, 
Kendal, Temanggung, Jepara, dan 
Pati 
1. Mengoptimalkan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan-pelatihan 
untuk meningkatkan keterampilan masyarakat 
1. Pemerataan bantuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan adanya sosialisasi 
bagaimana cara memperoleh bantuan tersebut terutama di pedesaan 
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat dengan penambahan sarana dan prasanan serta 
penambhan tenaga medis terutama pada kabupaten/kota dengan nilai IPM dan angka harapan hidup dibawah 
Provinsi Jawa Tengah 
4 Tipe IV 
 (IPM Rendah, 
Kemiskinan 
Tinggi) 
Brebes, Cilacap, Banyumas, 
Pemalang, Purbalingga, 
Banjarnegara, Wonosobo, 
Magelang, Demak, Grobogan, 
Blora, Rembang, Kebumen, dan 
Wonogiri 
1. Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia  di wilayah yang memiliki IPM rendah 
2. Melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran untuk 
kemudahan pemenuhan hak dasar 
3. Meningkatkan kepepersertaan jaminan pendidikan dan kesehatan melalui Program Indonesia Pintar dan Program 
Indonesia Sehat 
4. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan 
5. Peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi 
6. Meningkatkan jumlah sarana fasilitas pendidikan dan kesehatan beserta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan 
Sumber: Hasil Olahan, 2020 
KESIMPULAN 
1. Perkembangan rata-rata Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) di 
Provinsi Jawa Tengah mengalami 
peningkatan dari tahun 2013 hingga 
tahun 2018 dengan rata-rata sebesar 
71,79. Analisis perbedaan rata-rata 
IPM berdasarkan zona geografis 
menunjukkan bahwa setiap jenis zona 
geografis memiliki nilai varians yang 
sama namun tidak terdapat perbedaan 
rata-rata IPM yang signifikan   
2. Perkembangan rata-rata tingkat 
kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 
mengalami penurunan dari tahun 2013 
hingga tahun 2018 dengan rata-rata 
10,90 persen. Analisis perbedaan rata-
rata tingkat kemiskinan berdasarkan 
zona geografis menunjukkan bahwa 
setiap jenis zona geografis memiliki 
nilai varians yang sama  namun tidak 
terdapat perbedaan rata-rata tingkat 
kemiskinan yang signifikan  antara 
ketiga zona, sehingga hipotesis kedua 
tidak dapat diterima. 
3. Hubungan IPM dengan tingkat 
kemiskinan yang dihitung dari rata-
rata IPM dan rata-rata tingkat 
kemiskinan masing-masing 
kabupaten/kota menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan 
(0,000< 0,05) dan memiliki arah 
negatif (-0,675), sehingga semakin 
meningkatnya IPM maka tingkat 
kemiskinan akan semakin menurun.  
4. Hasil tipologi hubungan didapatkan 4 
tipe wilayah, yaitu tipe I (31,43%), tipe 
II (8,57 %), tipe III (20 %), dan tipe IV 
(40%). Arahan dan kebijakan 
pengembangan pada masing –masing 
tipe lebih diprioritaskan dalam 
peningkatan kualitas suamberdaya 
manusia melalui program-program 
bantuan pendidikan dan kesehatan 
dalam rangka pengurangan beban 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
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